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MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, disiplin,
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rasa tanggung jawab dan kewgjiban warga  masyarakat
untuk mematuhi Peraturan Daerahnya, khususnya dalam
mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, lancar, ber-
sih dan sehat, maka perlu diadakan/upaya untuk mene-
gakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Nganjuk, Nomor 31 tahun 1991 tentang Pe-
nyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk, dengan menyelenggarakan Operasi
Yustisi di bidang kebersihan di Kabupa‘ben Daerah
Tingkat II Nganjuk ;

bahwa peleksanaan Operasi Yustisi di bidang keber-
gihan dan ketertiban lingkungan tersebut dilaksana-
kan oleh Tim Operasi Yustisi Kebersihen  Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk yang dibentuk dengan Kepu-
tusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II liganjuk Nomor
21 tahun 1992 dan dalam melaksanzkan Operasi Yustisi
Kebersihan perlu diatur den ditetapkan dengen Kepu-
tusan Bupati Kepala Daerah,

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;
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Undang-undeng Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb. 1926

- Nomor 226 juncto Stb. 1940 Nomoxr 450 ;
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Undang-vndang Nomor 4 tazhun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturen Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koor
dinasi Kegiatan Instansi Vertikal d4i Daerah ;
Perz-turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor 30 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Ka
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor 31 tahun 1991 tentang Penyelenggarazn Kebersih
an dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
Peraturan Daerah Kobupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ,
Tahun Anggaran 1992/1993 ;

Keputusen Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor 09 tahun 1992 juncto Nomor 194 tahun 1992 ten-~
tang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten  Daerah
Tingkat II Nganjuk Nomor 31 tahun 1991 tentang Penye
lenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk ;

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk No
mor 21 tahun 1992 tentang Pembentuken Tim Pelaksana
Operasi Yustisi delam Kabupaten Daerah  Tingkat II
Nganjuk ;

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor 272 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaen Ge-
rakan Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan dalam Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor 273 tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Pelak-
sana Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Ling-
kungan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT NGANJUK TEN-
TANG PEDOLAN PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI XABERSIHAN DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II RGANJUK.



Pasgal 1

(1) Menetapkan lokasi Pelaksanazsn Operasi Yustisi Keber

gihen di Kabupaten Daerah Tingkat IT Nganjuk seba. -
gaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini ;

(2) Operasi Yustisi Kebersihan dimeksud ayet (1) pasal

ini dilsksenakan oleh Tim Peloksane Operasi Yustisi

“dalam Kebupeten Daersh Tingkat II Nganjuk yong di-
bentuk dengen Kepubtusen Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Nganjuk Nomor 21 tahun 19°92.

Pasal 2

Perbuaten mesyarakat, orang, baden hukum yang da

pat dianggap sebagal pelanggarcn dan dikenakan tindakan
hulcum selama Pelokscnasn Opercsi Yustisi yang meliputi
tindaken sebagai berikut :

a. Masycraket, orang, baden hikum, pemilik rumah/bangun

be

an, pemilik/penumpeng kenderasn roda 2 dan roda 4 ke
atas, pemilik/penumpang don pemilik hewan penarik pe
dati/gerobak, cikar/dokar yang membuang sampah, ko-
toran ataun yang depat dikategorikan dengan sampah pa
do. jelan-jalen umum, temcn-teman, jalur terbuka hi-
jou, sungei/selokan/got, trotoir, tempat-tempot umun,
keramaian/pertunjukan, atou tempot umum lainnya kecu
ali tempat-temput yeng teloh disediakan oleh Pemerin
tah Daerch ;

lasycrckat, orang, baden hukum, pemililk rumch/bengun
an, pemilik kendarcan roda 2 dan rode 4 keatas, yong
melclaukan tindeken merusck den/atou mengotori terho-
dep jelen-jolon umunm, toman-toman umun, trotoir, ram
bu-rambu lelulintas dan sarana—sarana/barang—barané_
loinnya yong dimiliki/diluasai oleh Pemerintah Dae-
rah, kecuali mendapat ijin terlebih dahulu dari pe-
jabat yeng berwenange.

Pasal 3

(1) Setiap pemilik/penghuni bangunan yang berada di se-

penjeng jalen-jalan umun (besar/arteri, sedang/ ko-
leltor, kecil/geng) wajib untuk memelihara dan/ateu
bertengsung jeweb atas kebersihon berm, jolen, cot/
geloksn den trotoir dimuize dan/eteu disekiter per-
sil/ocngunen yoag dipekei/dihuninye
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(2) setiap pedegang kaki lima dan asongan yang berada
di trotoir, jalan-jalen umum, pasar, terminal Bus/
Colt, stesion KA, taman-taman, tempat rekreasi, tem
pat pertunjukan dan tempat umum lainnya yang +telah
ditentuvkan oleh Pemerintah Daerah wajib memelihara
den bertanggung jawab atas kebersihan disekitarnyae

Pasal 4

(1) Tata cara peleksenaan Operasi Yustisi Kebersihen di
tentuken sebageimana tercantum delam Lempiren IT Ke
putusan ini ;

(2) Pelaksanaan Operasi Yustisi terhadap Daerah +terse-
but pada pasal 1 ayat (1) Kepubusan ini dilaksans-
kan secera bertahap dan mulai pada bulan  Pebruari
1993 sampai dengan selesai.

Pasal 5

(1) Segale biaya yeng dikeluarkan sebagei akibat pelek-
senaan Operasi Yustisi Kabupaten Daerah Tingkat IT
llganjuk dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Nganjuk ;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalem Keputusen ini, se-
panjang menyangkut peleksanaannyz berpedomen petun-
Juk Bupati Kepala Daeteh dan atau berpedoman pads
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Pagal 6

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejek tanggal ditetap-
kan dan apabila ternyata terdepat kesalehan atay ke
kurang sempurnaan dalam Keputusan ini akan dibetul-
kan kemudian sebagaimana mestinya ;

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daergh Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuke
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Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur di Surabaya ;

Pembentu Gubernur di Kediri ;

Ketua DPRD Kabupaten  Daerah
Tingkat II Nga.njuk 3

MUSPIDA Kabupaten Daerah Ting
kat II Hganjuk ;

Kepala ITVILKAB Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;

Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;

Pelaksana Tim Operasi Yustisi
Kabupaten Daerah Tingkat IT
Tganjuk o

Di umunkan . dalam lembaran
Daetah Kabupaten Daerah Tingkat I
Nganjuk, tahun 1993 Seri: D2
tanggal 26=1=1993 Nomor 6

/An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 1
. NGANJUK
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LAI™IRA™ IT KEPUTUSAN BUPATI ¥xEPALA
DAERAH TINGKAT IT VGANJUK

NOMOR : 27 TAHUN 1993 .
TANGGAL : 26 JANUARI 1993

TATA CARA/MEKANISME KEGIATAN PELAKSANAAN NPERASI YUSTISI DALA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT TII NGANJUK

Petugas Operasi setelah menjumpaj adanya seseorang melakukan pelanggeran ter
hadap ketentusn-ketentuan yang menurut pengamstan petugas Oper;si suda*' ter-
masuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi, dan setelagh mengaﬁbil tindskan
1alu meneruskan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan disertai La-

poran pelanggeran yang ditanda tangani oleh petugas Operasi yang menanpani.

Sebelum petugss operasi meneruskan kepads Penyidik Pegawai Negeri Sinil -
(PPNS) dengan disertal laporan pelanggasren yang ditanda tangani ole» petugas
operasi yanr menangani, petugas operasi d=1sm mengambil tindakan kepada se -

seorang yang melakukan pelanggaran adalsh bersifat tindaskan sebagail berikut:

a. Bertindsk melakuksn peringatan/tegorsn dsn verintah kepada pelangrar yang
bersangkutan di tempat kejadisn, untuk membersihkan kotoran dan membuang-

nya ke tenpat sampah/pewadshan sampsh umum.

b. Bertindak melakukan peringatan/tegorsn dan perintah tertulis di tempat ke
jadian, untuk membersibkan kotorsn dsn membuangnya ke tempat sampah/loka -

sl pembusngan sementars.

¢c. Bertindsk melakukan perintah kepada pelsnggar. yang bersanskutsn 4i tem -
pat kejadisan, untuk membersihkan kotoran dan membuangnya ke tempat sampah/
Lokasi Fembuangen Sementara/Lokasi Pembtuangan Akhir dengan disert=ai surat

peringatan.

Selanjutnys sp=bila petugas operasi tetap melaksanakan tugasnys menjumnai a-
danya sesenrsng melakukan pelanggarsn letin dari 3 (tiga) kali, peturas meng
ruskan ke TPYT melakukan penyidikan untuk memeriksa saksi dan terdakwa yang
kemudian dituat Berita Acara, apabila dipandang perlu PPNS dapat menssjukan
permohonan penvitaan barang bukti apabila ternyata ditemukan adanysa bYarang
bukti.

Setelah Pengadilan Negeri memberikan ijin/persetujuan penyitaan maks meneri -
rimkan berkss persetujuan dan Berita Acars kenada POLRI dengan dibuatkesn /
disertai perpantar yang dibuat dalam ranckap 3 (tiga), untuk penvidilc P LRI

2 (dua) dan 1 (satu) untuk arsip.

Oleh Penyidik ¥ LRI setelah dibuatkan penrantgy langsung dikirim ke Vejasksae

an Nereri.



Setelah sampai di Kejaksaan Negeri, Penuntut Umum 1alu membuat catatan

N

dakwasn dan dibuatkan surat pelimpahan perkara untuk diajukan ke muksa
persidangan di Pengadilan Negeri, setelah ditetapkan Hakim dan Panite-

ra Pengganti oleh Ketua Pengadilan Negeri.

<7 Dalam persidangan spabila pelanggar ternyata terbukti bersalah sebagai

mana yang didakwakan maks Pengadilan menjatuhkan hukuman.
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